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KATA PENGANTAR 

 

Hukum studi Islam merupakan cabang ilmu hukum yang 

mempelajari prinsip-prinsip hukum Islam dan bagaimana prinsip-

prinsip ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum studi 

Islam adalah salah satu cabang ilmu hukum yang penting dan terus 

berkembang seiring dengan perkembangan dunia modern. Sejak 

awal munculnya Islam, ajaran-ajaran hukum Islam telah menjadi 

bagian integral dari agama ini. Hukum Islam mengatur segala 

aspek kehidupan, baik itu dalam hal ibadah, muamalah, atau 

hubungan antara manusia. Ajaran hukum Islam juga memiliki 

peran penting dalam membentuk tata nilai dan norma sosial dalam 

masyarakat Islam. 

Dalam perkembangannya, hukum studi Islam telah 

mengalami banyak perubahan dan penyesuaian dengan kondisi 

zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum studi Islam 

telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang komprehensif dan 

terus bertumbuh. Sejumlah institusi pendidikan Islam, seperti 

madrasah dan universitas, telah memasukkan studi hukum Islam 

ke dalam kurikulum mereka. Selain itu, hukum studi Islam juga 

telah menjadi subjek yang penting bagi para cendekiawan Muslim 

dan non-Muslim untuk mempelajari hukum Islam dan 

keberlakuannya dalam masyarakat modern. 

Dalam konteks Indonesia, hukum studi Islam telah menjadi 

bagian penting dari sistem hukum nasional, sejak diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain 

itu, hukum studi Islam juga menjadi referensi penting dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam 



iv 
 

kesimpulannya, hukum studi Islam memiliki latar belakang sejarah 

yang panjang dan berkembang seiring dengan perkembangan 

zaman. Hukum studi Islam memiliki peran penting dalam 

membentuk tata nilai dan norma sosial masyarakat Islam, serta 

menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia. 

    

Bondowoso, 14 Maret 2023 

Ka.Prodi MPI STIT Togo Ambarsari Bondowoso 
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Dr. Asman, M. Ag. 

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas 

Email: asmanarwan@gmail.com 

 

A. Pendahuluan 

Al-Quran dan Hadits telah sampai kepada kita dalam 

bentuk masih asli dan benar. Orisinalitas atau keaslian al-Quran 

dan Hadits didukung oleh penggunaan bahasa aslinya, yaitu 

menggunakan bahasa Arab. (Miftahul Ulum, 2021) Keduanya 

telah menjadi dasar atau sumber hukum bagi umat Islam dengan 

memberikan dan mendefinisikan tentang hukum. Untuk 

mengetahui penentuan dan aturannya sebuah hukum, maka ada 

metode khusus yang disebut metode telaah. Metode telaah 

inilah yang akan bertugas dalam memahami dan mempelajari 

hukum Islam dari petunjuknya yaitu syariah, hukum Islam dan 

Fiqh.  

Dalam pembahasan ini penulis akan menyajikan beberapa 

dari litertur seperti pemahaman yang berfokus pada syariah, 

hukum Islam dan fiqh. Menurut Djazuli, fiqh secara historis 

merupakan produk ijtihad yang diketahui terlebih dahulu dan 

dicatat sebelum ushul fiqh. (Djazuli H. , 2019) Tetapi, jika ada 

produk, tidak mungkin tanpa produsen. Ilmu fiqh tidak akan 

ada tanpa ilmu ushul fiqh. (Djazuli H. A., 2021) Oleh karena itu, 

pembahasan ini akan berfokus pada kajian Syariah, Hukum 

Islam dan Fiqh. Sehingga kita dapat mengetahui hakikat dari 

Syariat, Hukum Islam dan fiqih dalam ajaran Islam yang di bawa 

oleh Rasulullah SAW. 

MENGENAL SYARIAT, 
HUKUM ISLAM, FIQH 

DAN QANUN 
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berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan 

masyarakat. 
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Insan Kamil, M.Pd 

Universitas Ibrahimy 

Email: insankangean97@gmail.com 

 

A. Pendahuluan 

Hukum Islam merupakan salah satu kebutuhan yang 

mempunyau peran penting dalam menata dan mengatur ummat 

Islam, sehingga kitab suci al-4XU·DQ� GLWXUXQNDQ� ROHK� $OODK�

kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai penyampai risalah dari 

Allah Swt. kepada seluruh umat manusia. Dalam 

menterjemahkan ketetapan hukum Allah, manusia memiliki 

corak penafsiran beranika ragam terhadap ketetapan nash 

dalam al-4XU·DQ�� VHKLQJJD� SDGD� WDKDS� LPSOHPHQWDVLQ\D� SXQ�

akan memiliki tahapan-tahapan yang pada setiap fase memiliki 

karakteristik tersendiri sebagai cermin dinamika perkembangan 

hukum Islam. 

Terdapat beberapa fase historis dalam proses 

pembentukan dan perkembangan hukum Islam yang antara lain 

dipengaruhi oleh perbedaan ruang dan waktu di mana hukum 

islam diterjemahkan dalam bentuk pemikiran dan pemahaman 

hukum yang kemudian berlaku dalam suatu masyarakat. 

 

B. Sejarah Hukum Islam 

Hukum Islam sebenarnya lahir bersamaan dengan 

lahirnya agama Islam, karena seperti kita ketahui bahwa Islam 

merupakan seperangkat aturan yang berfungsi untuk mengatur 

pola kehidupan yang berhubungan antara manusia dengan 

SEJARAH HUKUM 
ISLAM 
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BAB  
3 

 

Muhammad Yunus 

STAI Sayyid Muhammad Alwy Almaliky Bondowoso 

 

A. Pengertian Sumber dan Dalil 

Kata sumber dalam hukum islam adalah terjemah dari 

lafaz °¾Ð÷, jamaknya: °®¢Ð÷ . lafaz itu dalam literatur 

kontemporer adalah sebagai ganti dari sebuah dalil (ò�ó¾ó¦) atau 

OHQJNDSQ\D�´$O�DGGLOODK�$V�V\DU·L\DKµ�VHGDQJNDQ�GDODP�OLWHUDWXU�

klasik biasanya yang digunakan adalah $O�DGGLOODK�$V�V\DU·L\DK�

dan tidak digunakan PDVKkGLUXO�DKNDP�DO�V\DU·L\\DK. Bila dilihat 

secara etimologis antara kedua kata tersebur bukanlah sinonim. 

Kata °®¢Ð÷ (sumber) dapat diartikan wadah yang dari wadah 

tersebut dapat ditimba atau diambil norma hukum. Sedangkan 

´GDOLO� KXNXPµ� EHUDUWL� VHVXDWX� \DQJ� PHPEHUL� SHWXQMXN� GDQ�

menuntun kita dalam menemukan hukum Allah. (Syarifuddin, 

2009) 

Kata sumber dalam artian ini hanya dapat digunakan 

XQWXN� $O� TXU·DQ� GDQ� VXQQDK� NDUHQD� PHPDQJ� NHGXDQ\D�

merupakDQ� ZDGDK� \DQJ� GDULQ\D� ELVD� GLWLPED� KXNXP� V\DUD·�

WHWDSL�WLGDN�PXQJNLQ�NDWD�LQL�GLJXQDNDQ�XQWXN�LMPD·�GDQ�TL\DV�

karena keduanya bukanlah wadah yang darinya dapat diambil 

QRUPD�KXNXP��,MPD·�GDQ�TL\DV�NHGXDQ\D�PHUXSDNDQ�FDUD�GDODP�

menemukan hukum. 

  

SUMBER-SUMBER 
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bukan hanya maslahah yang masih diduga-duga. Kedua, 

harus berupa maslahah yang umum bukan maslahah yang 

khusus. Ketiga, WLGDN� EHUWHQWDQJDQ� GHQJDQ� QDVK� V\DUD·��

(Khalaf, n.d.) 
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A. Pendahuluan 

Hukum Islam masa ini menghadapi tantangan yang 

sangat besar dan kompleks. Kompleksitas tantangan ini terkait 

dengan kemajuan zaman, perkembangan masyarakat, dan 

perkembangan ilmu pengetahuan. Apabila dibandingkan 

dengan bidang akidah dan akhlak, dapat dikatakan bahwa 

hukum Islam jauh lebih intens dalam bergumul dengan 

dinamika kehidupan kontemporer, karena hukum Islam 

berhubungan langsung dengan perilaku kehidupan sehari-hari 

manusia. Banyak topik praktis yang terkait erat dengan hukum 

Islam, termasuk individu, masyarakat, berbangsa dan 

bernegara, dan bahkan hubungan internasional. (Rohayana, 

2015) 

Salah satu metode yang mungkin dilakukan adalah 

dengan menelaah kembali tentang prinsip-prinsip dan tujuan 

hukum Islam yang nantinya dapat digunakan untuk 

menyegarkan kembali hasanah keilmuan hukum Islam yang 

pernah stagnan beberapa abad silam.  

 

B. Prinsip-Prinsip Hukum Islam 

Prinsip ialah sebuah dasar berfikir atau berbuat yang 

berangkat dari asas atau fondasi yang dianggap benar. Prinsip-

prinsip dalam hukum Islam mengacu pada kebenaran-

PRINSIP-PRINSIP 
DAN TUJUAN 

HUKUM ISLAM 
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hukum maqhasid syariah terdiri dari maqashid al-dharuriyyat, al-
hajiyyat, dan al-tahsiniyyat. Dilihat dari cakupanmya maqashid 

terbagi menjadi maqashid al-ammah, maqashid al- khassah, dan 
maqashid al-juziyyah. Dilihat dari kekuatan ada al-maqashid al- 
qatiyyah, al-maqashid al-zanniyyah, al-maqashid al-wahmiyah. 
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A. Pendahuluan 

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam 

sudah tentu saja akan selalu menjadikan Islam sebagai sendi 

yang memegang peranan signifikan dalam berbagai segi 

kehidupan. Islam, dalam perspektif pemeluknya bukan sekedar 

doktrin ansich, ia menjadi nilai prinsip dan sumber motivasi 

yang khas. Oleh karena itu, hasrat umat Islam untuk 

PHPEHUODNXNDQ� V\DUL·DW� �KXNXP� ,VODP�� GL� ,QGRQHVLD� VHODOX�

mengemuka dalam setiap tahapan ditanah air, terlebih pada era 

krisis multi dimensi, yang kemudian banyak memunculkan 

keinginan untuk kembali pada nilai-nilai alternatif yang berbasis 

Islam. (Rahmat, 2002)  

Secara global, hingga kini setidaknya ada tiga paradigma 

pemikiran tentang hubungannnya agama dengan Negara. 

Paradigma pertama yang mengatakan, bahwa Islam tidak ada 

hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur 

kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut paradigma 

ini, secara historis wilayah Nabia Muhammad terhadap kaum 

mukmin adalah wilayah risalah yang tidak dicampuri oleh 

tendensi pemerintah. Sebagian tokoh terkenal yang mendukung 

konsep ini adalah Ali Raziq dan Thaha Husein. Paradigma 

kedua, menganggap bahwa Islam adalah agama yang 

paripurna, mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara 

ASAS-ASAS SISTEM 
TATA NEGARA 

DALAM HUKUM 
ISLAM 
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A. Pendahuluan  

Demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang 

banyak dianut oleh banyak Negara di dunia. Sehingga dalam 

artian tertentu demokrasi menjadi rezim politik tersendiri yang 

seolah memaksa banyak Negara untuk menggunakannya. 

Dalam sudut pandang lain sebenarnya demokrasi adalah suatu 

sistem atau tatanan yang dekat dengan islam. Kebebasan 

mengeluarkan pendapat kemudian soal musyawarah mufakat 

adalah suatu hal yang dekat dengan Islam. Dengan kata lain, 

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di 

dunia mampu secara gradual menerapkan sistem politik 

demokrasi. Ketika kita berbicara tentang demokrasi sebagai 

suatu sistem politik tentu hal ini akan berhubungan dengan tata 

kelola pemerintahan. Indonesia sendiri sebagai Negara merdeka 

tentu punya budaya pemerintahan yang tidak sama dari masing-

masing periodesasi pemerintahan yang ada. Mulai dari Orde 

Lama, Orde Baru sampai saat ini yakni demokrasi (Surbakti, 

1992). 

Dalam tulisan sederhana ini penulis ingin melakukan 

elaborasi sederhana tentang asas-asas pemerintahan dalam 

hukum islam yang berhubungan dengan sistem politik modern. 

Sehingga nantinya akan ditemukan hubungan yang erat dan 

saling berkaitan antara konsep pemerintahan secara islam dan 

ASAS-ASAS SISTEM 
PEMERINTAHAN 
DALAM HUKUM 

ISLAM 
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E. Penutup  

Tata kelola pemerintahan atau dikenal dengan good 
governance sejatinya adalah suatu konsep tata nilai kelola 

pemerintahan yang dekat dengan norma dan nilai islam. 

Sehingga hal tersebut tentu bisa dilaksanakan atau diterapkan di 

banyak Negara khususnya Negara dengan penduduk muslim 

terbesar semisal Indonesia. Dalam term tertentu kondisi sosial 

dan politik suatu masyarakat tentu punya hubungan erat 

dengan penciptaan rekayasa tata kelola pemerintahan. Maka hal 

tersebut menjadi perhatian serius, dimana untuk terciptanya 

pemerintahan yang bersih dan sesuai kaidah-kaidah islam perlu 

melibatkan banyak pihak. Tidak hanya secara serta merta 

diserahkan kepada eksekutif dan legislatif. Namun peran serta 

masyarakat sangat dibutuhkan sebagai control penyeimbang 

pemerintah. Tentu keadaan tersebut juga akan mengarah proses 

demokratisasi yang semakin modern, dimana salah satu tujuan 

besar dalam demokrasi yakni terciptanya Negara kesejahteraan. 

Pancasila dan pilar kebangasaan Indonesia lainya tentu sudah 

cukup untuk menjadi pijakan pemerintah Indonesia dan 

masyarakat secara umum untuk mewujudkan cita-cita tersebut 

yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  
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A. Asas Keadilan ($VDV�¶DGDODK) 

Konsep keadilan merupakan dasar penting yang harus 

diterapkan dalam praktik kehidupan sosial. Sebagai umat 

beragama, berlaku adil merupakan kewajiban manusia terutama 

dalam ranah hukum islam khususnya di Indonesia dengan 

komposisi masyarakat islam terbesar di dunia. Konsep keadilan 

juga menjadi konsep dalam pancasila sila ke 5 yaitu keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana, Negara dan 

agama sangat menekankan keadilan dalam kehidupan bangsa, 

Negara dan agama. Dalam hal ini dijelaskan bahwa asas 

merupakan dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir 

atau berpendapat. Sedangkan menurut W. J. S Poerwadarmint, 

keadilan adalah pemberian hak yang sama, tidak berat sebelah 

atau ada keberpihakan atau perlakuan yang tidak sama pada 

posisi-posisi tertentu misalnya antara posisi-posisi yang lebih 

tinggi dan posisi lebih rendah, kaya dan miskin, pejabat dan 

orang biasa dan seterusnya, (Munawir, 2007). Seperti firman 

Allah SWT dalam QS An Nisa ayat 135: 

�ÊÂÈ¢�ÌöÉð ÊÈÉèûÈ¢�äÙ�ÈôÈß� Ì�ÈóÈÂ�Ê�ÊM�È ä¦È¾ È�ÉË� ÊÖ ÌÈÊìÌó�Ê¥�È[Ê÷ Ù��Èºë� �¦�Éû�Éï�
�¦�ÉüÈ÷¦È �Èú�ÊÀ�óÚ�¢ È��º�ÈäÙÈé�d

� �¦�ÉàÊ¦�¬Èº«� È�Èç�~�¢ ÈøÊÊ�� ÙÈD ÌÂÈ¢�É�M�Èç�¦ÅZÊìÈç� ÌÂÈ¢�¢�ÊüÈã� ÌúÉðÈ��ÀÊ¤���È[Ê¥ÈÂ ÌºëÈ Ì�ÚÈÂ�ÊúÌ�È¾Êó ÙÈ�ÌóÚ�ÀÈ¢�äÙÃÈ�ÈÌnÚ

¦ÅZÊ¦È»�ÈÀ�ÉôÈøÌàÈº«�¢ÈỀ�ÈÀ¢ Èï�È�MÚ��ÀÊ�Èç� �¦�ÉÓÊÂÌàÉº«� ÌÂÈ¢�
�¦ ä� É�ÌôÈº«�ÀÊ¤ÈÂ��� �¦�ÉóÊ¾ÌàÈº« 
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A. Pengertian Hukum Pidana Islam  

Allah swt menurunkan wahyu al-4XU·DQ� SDGD� 1DEL�

Muhammad saw. yang diperantarai oleh malaikat Jibril yang 

dijadikan pedoman bagi umat manusia dengan tujuan agar 

kemaslahatan terjaga dan terhindar dari ancaman. Termasuk 

didalamnya terdapat pidana hukum Islam. Hukum pidana 

Islam sebagai  ketetapan hukum berdasarkan syariat Islam 

terkait dengan tindakan kriminal yang menggangu 

kemaslahatan  orang lain dan orang banyak yang bersifat umum. 

Dalam fiqih istilah Hukum Pidana Islam disebut sebagai istilah 

fiqih jinayat.  Hukum pidana Islam merupakan  dasar ketetapan  

hukum terkait perbuatan pidana atau kriminalisasi  atas 

perbuatan mukallaf (orang yang dapat dibebankan kewajiban). 

(Marsaid, 2020)  

Pidana hukum Islam terdiri dari beberapa bentuk ;  

Pertama, Hudud  

Hudud yaitu  bentuk perbuatan dan batasan hukuman 

EHUGDVDUNDQ�$OTXUD·DQ�GDQ�KDGLV�1DEL�0XKDPPDG�VDZ��VHSHUWL� 

1. 3HUEXDWDQ� =LQD� GDQ� +XNXPDQQ\D� $OTXU·DQ� 6XUDW� $O-LVUD·�

ayat : 32 ; 

þ�ûÊ¦�äÙGÊËÄó¦�¦�É¥ÈÂ ÌìÈº«� È�ÈÂ� ®	���ÈÀ¢ Èï��Å̈ ÈÌ Ê·¢Èç���È 
�
¢ÈÇÈÂ��Å�Ì�Ê¦ÈÇ 
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´ equality before the law ´��+XNXP�PRGern baru mengenal ini 

asas diakhir abad ke 18. Sebagai bukti tidak sempurnanya 

asas persamaan di mata hukum yang diadopsi  oleh system 

hukum modern sebagai dugaan  terdapatnya perlakuan 

teristimewa bagi  orang-orang tertentu. Sistem hukum 

modern berbeda jauh dengan hukum pidana Islam, hal ini 

dibuktikan berdasarkan sabda Rasulullah saw 

´Andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, hubungan 
kekeluargaannya tiada mampu membebaskan  dari had hukuman ´� 

Bentuk tindakan yang dikategorikan kejahatan 

berdasarkan hukum pidana Islam tentu diberi hukuman 

dalam bentuk ancaman melalui ketetapan hukum hadd atau 

pelanggaran dari ketetapan hukum  sebagai hak Allaha baik 

aspek kualitas maupun kuantitas tanpa membedakan tingkat 

sosial atau pangkat dan jabatan.  Asas ini juga diberlakukan 

GDODP�KXNXPDQ�TLVDV�GDQ�WD·]LU� 

 

6. Asas Teritorial 

Dalam hukum pidana Islam terdapat asas teritorial. 

Asas teritorial ketentuan  hukum pidana Islam yang 

pemberlakukannya berada di wilayah dimana hukum Islam 

tersebut diberlakukan. Imam Abu Hanifah mengungkapkan 

bahwa implementasi  hukum Islam berada atas tindak pidana 

di dar as-salam, merupakan tempat-tempat yang masuk pada 

kekuasaan pemerintahan Islam tanpa melihat dari sisi bentuk 

tindak pidana ataupun pelaku, apakah muslim ataupun non-

muslim. Setiap aturan pidana Islam hanya diberlakukan 

sepenuhnya pada wilayah yang dianggap masuk dalam 

negara Muslim.(Nurrohman, 2007) 
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A. Pendahuluan 

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk 

muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Dalam 

Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia 

sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah itu 

setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 

273,32 juta orang (Bayu, 2022). Dari data ini sangat wajar jika 

banyak peraturan dan undang-undang atau produk hukum 

yang berlaku di Indonesia ada muatan nilai-nilai syariat islam. 

Dari beberapa daerah di Indonesia yang menerapkan Perda 

Syariah diantaranya Sumatera Barat yakni Perda tentang 

mengenakan busana muslimah tertuang dalam Surat Imbauan 

Gubernur Sumatera Barat Nomor 260/421/X/PPr-05 Perihal-

perihal: Mengimbau Bersikap dan Memakai Busana Muslimah 

Kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro/Instansi/Wali Kota 

Sumatera Barat. Sumatera Selatan dengan Perda tentang 

pemberantasan maksiat yang diatur dalam Perda Provinsi 

Sumatera Selatan No. 13/2002 tentang Pemberantasan Maksiat. 

Banten tentang Pelarangan Pelacuran nomor 8 Tahun 

2005(Taufiq Siddiq, 2018). dan Perda tentang Pelarangan 

Pengedaran dan Penjualan Minuman beralkohol dalam Perda 

No.7/2005., dan masih banyak lagi propinsi-propinsi lainnya. 

HUKUM ISLAM 
DI INDONESIA 



153 
 

politik sebagai sarana perjuangan politik dalam 

konteks legislasi hukum Islam dalam sistem hukum 

nasional Indonesia. Kesadaran hukum dan penyatuan 

aspirasi politik ini terbentur oleh lemah-nya 

pemahaman terhadap hukum Islam di kalangan 

masyarakat, fikih yang berkembang di kalangan 

masyarakat didominasi oleh fikih klasik, terbatasnya 

sumber dana dan sumber daya untuk melakukan 

pengkajian hukum Islam dan belum siapnya tokoh-

tokoh agama untuk menerima pembaharuan hukum 

Islam serta adanya konflik antar mazhab belum tuntas 

di kalangan bawah (Umar, 1996) 
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A. Pendahuluan 

Hukum Islam tumbuh subur seiring masuk dan 

mukimnya orang-orang Islam baca. pedagang di nusantara. 

3DGD� SHODNVDQDDQ� ´6HPLQDU� 0DVXNQ\D� ,VODP� NH� ,QGRQHVLDµ�

yang dilaksanakan di Medan tahun 1963, diambil kesimpulan 

bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama 

Hijriah atau pada abad VII /VIII M. Argumentasi lainnya 

mengamini bahwa Islam baru sampai ke nusantara pada abad 

XIII M. Pesisir utara pulau Sumatra menjadi tanah pertama yang 

dipijak sekaligus menjadikan Samudera Pasai, Aceh Utara 

sebagai daerah pembentukan masyarakat Islam pertama. (Ali, 

1993) 

Agama Islam mulai masuk ke Indonesia bersumber dari 

kompleksitas, artinya tidak berasal dari satu tempat, peran 

kelompok tunggal, serta tidak dalam waktu yang bersamaan. 

(Azra, 1994)  Fenomena ini menjadi menarik karena kemudian 

ditemukan keragaman teori tentang kedatangan Islam ke 

Indonesia. Meskipun waktu masuknya Islam telah disimpulkan 

dalam Seminar di atas, namun proses-proses kedatangan dan 

perkembangan Islam di Indonesia merupakan sebuah kajian 

yang terus berkembang dan menjadi sumber diskusi. Hal ini 

tentunya, tidak membuat stagnannya penelitian dan diskusi 

tentang masuknya Islam, karena masih ada ruang yang sangat 
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dan kewajiban masyatakat muslim dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. 

Sejarah yang panjang hukum Islam yang teraktualisasi 

dalam bentuk kelembagaan seperti dewasa ini, patut disyukuri 

dengan sebaik-baiknya. Bagaimana tidak, upaya subordinasi, 

penundukan, hingga penghapusan sempat mengancam 

eksistensi berlakunya hukum Islam bagi masyarakat muslim di 

Indonesia. Lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Peradilan Agama menjadi babak akhir yang cukup 

melegakan. Meskipun demikian, sudah barang tentu konsepsi 

peradilan agama di Indonesia tidak cukup berhenti sampai 

tahap ini, sebab ia adalah perwujuda hukum Islam yang harus 

bisa menjawab tantangan dan kebutuhan zaman yang semakin 

beragam.  
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A. Pendahuluah  

Al-Islam sebagai sebuah risalah agama yang dibawa oleh 

Baginda Nabi SAW. Membawa misi utama yaitu sebagai 

Rahmatan Lil almien. Membawa rahmat dan kebaikan bagi 

seluruh alam semesta. Ia menjadi jawaban sekaligus solusi 

segala problematika umat manusia dan jalan keluar terbaik dari 

kesulitan yang mereka hadapi. Hukum hukum yang terkandung 

di dalam  Islam, mengatur berbagai demensi masalah kehidupan 

umat manusia secara menyeluruh.  

Sejak masa awal diturunkannya, tidak ada satupun 

kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Islam. Ada hal-hal 

yang diatur secara baku dan tidak dapat berubah selamanya 

yaitu mengenai ibadah kepada Allah, tetapi ada hal-hal yang 

diatur secara dinamis mengikuti perkembagan jaman, tempat 

dan waktu, yaitu Muamalah, hubungan manusia dengan 

manusia lain  dan alam semesta. Demikian juga dalam perspektif 

ayat-ayat al-Quran, ada yang bersifat tetap dan tidak dapat 

diinterpretasi ulang yang disebut al-ayat al-TRWK·L\X� $G-dilalah, 

ada juga ayat yang dapat dan bahkan perlu diinterpretasi dan 

direaktualisasi yakni al-ayaat al-dhonniy addzilalah. 

Reinterpretasi dan reaktualisasi hukum Islam menjadi 

urgen dilakukan oleh Umat Islam untuk mengekselerasikan 

hukum hukum islam dalam perkembangan kehidupan manusia 
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tepat dan benar. Kemaslahatan yang ingin diraih dan 

diwujudkan oleh hukum Islam dalam wadah fiqih kontemporer 

adalah bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi 

dan ukhrawi, lahir-batin, material spiritual, maslahah individu 

dan umum, maslahah hari ini dan esok. Semua terlindungi dan 

terlayani dengan baik tanpa membedakan jenis dan golongan, 

status sosial, daerah dan asal keturunan, orang lemah atau orang 

kuat, penguasa atau rakyat. 

 

D. Penutup 

Kemaslahatan sebagai spirit merespon dinamika 

permasalahan kekinian, bersumber dari otoritas utama sumber 

fiqih itu sendiri yaitu al-4XU·DQ�GDQ�VXQQDK��.HPDVODKDWDQ�\DQJ�

ingin diraih dan diwujudkan oleh hukum Islam dalam wadah 

fiqih kontemporer adalah bersifat universal, kemaslahatan sejati, 

bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir-batin, material spiritual, 

maslahah individu dan umum, maslahah hari ini dan esok. 

Semua terlindungi dan terlayani dengan baik tanpa 

membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah dan asal 

keturunan, orang lemah atau orang kuat, penguasa atau rakyat, 

dan Islam telah menghadirkan jawaban atas solusi dari problem 

problem kemanusiaan di semua era. 
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A. Pendahuluan  

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari hukum 

kekeluargaan yang memegang peranan penting dalam 

menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang 

berlaku dalam masyarakat Islam. Kewarisan Islam mengatur 

peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada 

yang masih hidup. Dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan 

adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta 

peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang 

berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing 

.yang diperoleh. 

Hukum kewarisan merupakan salah satu persoalan yang 

penting dalam Islam, dan merupakan hukum yang tercermin 

langsung dari teks-teks suci yang telah disepakati 

keberadaannya. Sebagai hukum agama yang bersumber dari 

wahyu Allah SWT. yang disampaikan oleh Nabi Muhammad 

SAW., hukum kewarisaan Islam mengandung berbagai asas 

yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum yang 

bersumber dari akal manusia. (Syarifuddin, 2012) Konsep dasar 

kewarisan telah disebutkan dalam Al-4XU·DQ�� 6HWLDS� D\DW� GDQ�

perintah hukum yang terkandung dalam Al-4XU·DQ� PHPLOLNL�

tujuan dan hikmah tersendiri untuk kemaslahatan hamba-Nya. 

HUKUM 
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diterima, karena relevan dan sesuai dengan kepribadian, tabiat, 

watak dan kondisi masyarakat Indonesia.  
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